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ABSTRAK 
 

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Yang Dilakukan Oleh 

Oknum Ormas Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memberikan penjelasan 

terhadap putusan PN.BDG.NO 1443/PID/B/2013/PN.BDG telah sesuai atau tidak 

dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1)  jo pasal 55 ayat (1) 

KUHP, serta Untuk menjelaskan bagaimana terhadap pelaku tindak pidana 

Perusakan yang dilakukan oleh oknum ormas apakah ada perbedaan dalam sanksi 

hukumnya di bandingkan dengan masyarakat umum. Penelitian tentang Sanksi 

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Yang dilakukan Oleh 

Oknum Ormas di Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1443/PID/B/2013/PN.BDG, Merupakan suatu 

penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-

norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan 

maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan. Dengan demikian obyek yang 

akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-

undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

1443/PID/B/2013/PN.BDG, undang-undang nomor 17 tahun 2013 Tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, serta peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelengaraan, pelayanan, 

pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian dimuka umum, Peraturan 

Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana 

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Nota Kesepakatan Bersama Ketua 

Mahkama Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik 

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana 

Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan 

Restoratif (Restorative Justice  ). Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

1443/PID/B/2013/PN.BDG menjelaskan bahwa Perbuatan para terdakwa baik 

Terdakwa I maupun Terdakwa II diancam pidana penjara sebagaimana diatur  

KUHP dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP  

 

 

 

 




